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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bentuk hak komunal berupa harta material dan immaterial bukan tanah yang 

terdapat dalam Masyarakat Hukum Adat Cigugur berkaitan dengan jabatan 

Kepala Adat adalah berupa spirit, singgsana, gamelan, Paseban Tri Panca 

Tunggal,Agama Djawa Sunda, dan upacara Seren Taun serta manuskrip. 

Yang mana harta peninggalan tersebut dapat dimasukkan dalam bentuk hak 

komunal material dan immaterial. Setiap hak komunal tersebut memiliki ciri 

atau pembeda yang kiranya dapat membuat mana hak komunal yang dapat 

dikatakan sebagai hak komunal berupa harta material maupun immaterial. 

Yang kiranya dapat dimasukkan dalam hak komunal immaterial ada berupa 

Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Singgasana, serta gamelan akan tetapi 

terdapat juga perbedaan pendapat dari para ahli, sedangkan untuk hak 

komunal immaterial yaitu berupa spirit, Agama Djawa Sunda (ADS), serta 

Upacara Seren Taun. Baik harta material maupun immaterial yang terdapat 

di Desa Cigugur Termasuk di dalamnya bagaimana ketentuan pengelolaan 

hak-hak atau peninggalan komunal yang tidak bisa dibagi. Ada ranah-ranah 

yang sangat kental dengan hak komunal karena Pangeran Madrais sebagai 

pendiri komunitas ini juga jabatannya sebagai Kepala Adat Masyarakat 

Adat Desa Cigugur betul-betul menegaskan dalam manuskrip bahwa tidak 

ada pembagian harta peninggalan untuk putra atau anak cucu atau istri 

karena pembentukannya komunitas ini di bangun bersama masyarakat. Jadi 

ada ikatan komunal yang berlandaskan sejarah, Paseban ini juga dibangun 

secara bersamaan, yang diturunkan adalah nilai-nilai ajaran.  
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2. Proses pewarisan hak komunal berupa harta Material Dan  immaterial bukan 

tanah Berkaitan Dengan Jabatan Kepala Adat yang terdapat dalam 

masyarakat hukum adat Cigugur adalah proses penerusan dan pengalihan 

harta warisan dari Pangeran Madrais walaupun dibalik nama menjadi 

Pangeran Tedjabuwana pada tahun 1941 namun ia bukan merupakan 

pemilik harta peninggalan secara perseorangan melainkan hanya 

berkedudukan sebagai pemegang mandat dari orang tua yang dibatasi oleh 

musyawarah keluarga karena adanya wasiat yang ditulis oleh Pangeran 

Madrais kedalam Manuskrip untuk dimiliki secara bersama-sama. 

Diwariskannya tanah dari Pangeran Madrais kepada Pangeran Tedjabuwana 

karena Pangeran Tedjabuwana merupakan anak lelaki tertua untuk 

meneruskan mandat dari orang tua sebagai pengganti kepala keluarga. 

Sehingga sistem pewarisan dari Pangeran Madrais kepada Pangeran 

Tedjabuwana memenuhi unsur-unsur sistem pewarisan mayorat lelaki 

karena merupakan anak lelaki tertua dari Pangeran Madrais. Dengan kata 

lain, harta warisan yang diwariskan oleh Pangeran Madrais merupakan harta 

warisan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya karena adanya 

wasiat yang dituangkan kedalam Manuskrip. Setelah Pangeran 

Tedjabuwana Alibassa meninggal dunia pada tahun 1976, semua harta 

peninggalan dari Pangeran Tedjabuwana baik berwujud benda maupun 

tidak berwujud diwariskan kepada anak lelaki karena Pangeran Madrais 

merupakan keturunan dari Kepangeranan Gebang Kinatar. Sebagaimana 

telah dijelaskan pada tabel silsilah keluarga Pangeran Tedjabuwana selama 

hidupnya menikah dua kali, pada pernikahan yang pertama dengan Ibu Rd. 

Nyi Mas Arinta tidak memiliki keturunan lelaki sedangkan pada pernikahan 

yang kedua dengan Ibu Rd. Siti Saodah memiliki keturunan lelaki. Semua 

harta peninggalan dari Pangeran Tedjabuwana baik berwujud benda 

maupun benda tidak berwujud jatuh kepada anak lelaki pada isteri kedua 

yaitu Pangeran Djatikusumah karena sistem pewarisan yang dianut adalah 
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sistem pewarisan mayorat lelaki. Kedudukan dari Pangeran Tedjabuwana 

dapat digantikan oleh anak lelaki dari istri kedua yaitu Pangeran 

Djatikusumah karena pada pernikahan yang pertama tidak mempunyai anak 

lelaki. Kedudukan dari Pangeran Tedjabuwana dapat digantikan oleh anak 

lelaki dari istri kedua yaitu Pangeran Djatikusumah karena pada pernikahan 

yang pertama tidak mempunyai anak lelaki. Pangeran Djatikusumah selaku 

pengganti kedudukan ayahnya yaitu Pangeran Tedjabuwana tidak hanya 

bertanggung jawab pada adik dan kakaknya sampai hidup mandiri tetapi 

sampai pada anak cucu keturunan mereka selama beliau hidup sampai 

kekuasaan Kepala Kerabat yang dipegangnya beralih pada anak lelaki 

tertua. Kekuasaan dari Pangeran Djatikusumah tersebut tidak bersifat 

mutlak karena setiap tindaknya harus bermusyawarah dengan semua 

anggota keluarga keturunan Pangeran Madrais. Saat ini kondisi kesehatan 

dari Pangeran Djatikusumah sedang sakit dikarenakan faktor usia yaitu 87 

tahun dan kedudukannya sebagai pemegang mandat dari orang tua jatuh 

kepada anak lelakinya yaitu Pangeran Gumirat Barna Alam. Kedudukan 

dari Pangeran Gumirat Barna Alam sama seperti kedudukan dari Pangeran 

Djatikusumah sebelumnya yaitu bukanlah sebagai pemilik harta 

peninggalan atas tanah secara perseorangan melainkan menguasai untuk 

dikelola secara bersama-sama atas dasar musyawarah dengan seluruh 

keturunan dari Pangeran Madrais. Hak-hak dan kewajiban dari Pangeran 

Djatikusumah yang ada hubungannya dengan kedudukannya menurut 

Hukum Adat dapat diteruskan atau beralih sebelum meninggal kepada 

Pangeran Gumirat Barna Alam. Oleh karena itu, pihak yang berhak 

menguasai atas Warisan Benda Adat adalah Pangeran Gumirat Barna Alam 

berdasarkan penarikan garis keturunan mayorat lelaki. Beberapa warisan 

bukan tanah yang diwariskan oleh Pangeran Madrais adalah spirit, pusaka, 

singgah sana, gamelan, Paseban Tri Panca Tunggal,Agama Djawa Sunda, 

dan upacara Seren Taun serta manuskrip yang merupakan harta pusaka yang 
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tidak terbagi-bagi kepemilikannya melainkan hanya terbagi hak pakainya 

saja karena merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur. 

Turun temurun disini telah berlaku dalam beberapa generasi dalam arti tidak 

dibagi-bagi sejak Pangeran Tedjabuwana selaku generasi kedua, Pangeran 

Djatikusumah selaku generasi ketiga dan Pangeran Gumirat Barna Alam 

selaku generasi ketiga. Oleh karena itu tanah spirit, pusaka, singgah sana, 

gamelan, Paseban Tri Panca Tunggal,Agama Djawa Sunda, dan upacara 

Seren Taun serta manuskrip tidak berhak ada yang memiliki secara 

perseorangan karena merupakan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagi 

kepemilikannya dan hanya terbagi hak pakainya saja atas dasar musyawarah 

dengan seluruh keturunan dari Pangeran Madrais selaku kepala adat. 

B. Saran 

1. Disarankan kepada keturunan Pangeran Madrais dan Masyarakat Adat 

Karuhun Urang (AKUR) untuk mengurus keberadaan atau eksistensi dari 

Masyarakat Adat Karuhun itu sendiri, mengingat tidak diakuinya tidak 

Masyarakat Adat di muka pengadilan sehingga terdapat kekosongan hukum 

yang membuat tidak dimilikinya kekuatan Masyarakat Adat Karuhun Urang 

(AKUR) di hadapan hukum dan upaya untuk mewariskan hak komunal 

menjadi lebih sulit. 

 

2. Disarankan kepada Pangeran Gumirat Barna Alam dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai penerus mandat dari Pangeran Madrais, melakukan segala 

tindakan atas pengurusan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) serta 

segala peninggalannya secara administrasi agar kiranya baik Masyarakat 

Adat Karuhun Urang (AKUR) maupun peninggalannya tetap dapat lestari 

dan hidup di antara masyarakat Desa Cigugur serta memiliki kekuatan 

hukum apabila terjadi permasalahan atau sengketa. 
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3. Disarankan kepada Pangeran Gumirat Barna Alam untuk meningkatkan 

status Cagar Budaya Paseban Tri Panca Tunggal sehingga harta peninggalan 

dari Pangeran Madrais tidak dapat dimiliki secara perorangan dan seluruh 

keturunan Pangeran Madrais dapat mengelola Warisan Adat secara 

bersama-sama secara turun temurun dikarenakan keberlangsungan Warisan 

Adat maupun Masyarakat Adat sangat bergantung pada Gedung Paseban Tri 

Panca Tunggal. 

 

4. Disarankan kepada Bupati Kabupaten Kuningan untuk membantu dalam 

proses pengakuan terhadap Masyarakat Adat serta, serta perlindungan 

terhadap setiap hak komunal yang diwariskan oleh Pangeran Madrais 

sehingga tidak akan timbul permasalahan di kemudian hari yang kiranya 

dapat membuat hilangnya atau musnahnya Masyarakat Adat Karuhun 

Urang beserta dengan segala peninggalannya. 

 

5. Disarankan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuningan 

yang terkait dengan Masyarakat Adat dan segala peninggalan juga 

melakukan proses penelitian lebih lanjut mengenai Masyarakat Adat 

Karuhun Urang (AKUR) serta segala peninggalannya agar kiranya tidak ada 

lagi ketidak jelasan tentang status maupun eksistensi dari Masyarakat Adat 

yang membuat tidak diakuinya atau tidak tiaturnya Masyarakat Adat 

Karuhun Urang (AKUR) serta segala peninggalannya sehingga tidak 

memiliki kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan atau sengketa 

berkenaan dengan Masyarakat Adat beserta segala peninggalannya. 
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